





A. Latar Belakang 
 Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi akan 
terjadinya suatu bencana alam seperti, gempa bumi, gunung meletus, banjir dan 
lain sebagainya. Hal ini dikarenakan Negara Indonesia memiliki letak geografis 
pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia. Hingga saat ini tercatat bencana 
seperti banjir masih terus melanda beberapa daerah di Indonesia, keadaan seperti 
ini jika tidak ditanggulangi dengan tepat maka akan menimbulkan suatu hal yang 
tidak diinginkan.Bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Nangroe 
Aceh Darusalam (NAD) telah membukakan mata kita bahwa manajemen bencana 
di negara kita masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Padahal, dalam 
penanggulangan bencana secara normatif kita telah memiliki Badan Koordinasi 
Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP).1 
 Riwayat bencana yang ada di Indonesia tidak hanya terjadi di Aceh saja, 
akan tetapi kita juga semua tahu ada bencana lain seperti gempa bumi yang terjadi 
di Yogyakarta tahun 2006 silam. Bencana-bencana seperti ini terjadi memang 
murni disebabkan faktor alamiah alam, namun berbeda dengan bencana seperti 
banjir dan longsor yang terjadi bukan hanya karena faktor alamiah alam, namun 
lebih banyak karena campur tangan manusia (kerusakan alam akibat penebangan 
hutan, penggundulan bukit, alih fungsi lahan resapan menjadi pemukiman 
mengakibatkan tidak seimbangnya ekosistem). Banjir dan tanah longsor 
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merupakan bencana yang bisa diantisipasi kejadian dan resikonya. Penanganan 
bencana seperti banjir dan longsor ini seharusnya bisa diantisipasi dengan baik 
oleh pemerintah karena sifatnya yang bisa dipelajari dan diantisipasi, namun pada 
kenyataannya saat ini banjir dan longsong masih menduduki posisi puncak 
bencana yang paling sering terjadi di hampir seluruh daerah-daerah yang ada di 
Indonesia. 
 Penanggulangan bencana yang ada di Indonesia jika dibandingkan 
dengan negara-negara maju maka sangat jauh perbedaannya, kita bandingkan 
dengan negara seperti Jepang misalnya. Pemerintah Jepang umumnya 
menempatkan sedikitnya 1 orang profesor dan 3-5 orang doktor untuk memantau 
pergerakan gunung berapi.Para pengamat ini biasanya dibekali oleh sejumlah 
sistem dan peralatan penunjang yang sudah canggih dan lengkap. Sementara 
untuk Indonesia, pengamatan gunung berapi umumnya ditangani oleh sedikit ahli. 
Diketahui dari 5 gunung berapi yang ada di Indonesia, hanya ada 1 orang ahli 
yang ditempatkan.2 Inilah salah satu penyebab mengapa manajemen 
penanggulangan bencana di Indonesia belum terlaksana dengan maksimal. 
 Sulitnya melaksakan manajemen penanggulangan bencana di Indonesia 
ini juga dibuktikan dengan data yang menyebutkan bahwasanya selama Januari-
Februari 2018 ini saja terjadi 513 kali bencana. Dari 513 kali bencana itu, 182 
kejadian adalah puting beliung, 157 banjir, 137 longsor, 15 kebakaran hutan dan 
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lahan (Data didapat dari Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bernardus Wisnu Widjaja).3 
 Jika kita melihat pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 pasal 33 
tentang penanggulangan bencana, dijelaskan bahwasanya siklus/fase penanganan 
bencana dapat dibagi menjadi 3 fase/tahap, yaitu pertama, fase pra bencana yang 
meliputi: kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. Kedua, fase saat bencana yang 
meliputi: tanggap darurat. Ketiga, fase pasca bencana yang meliputi: rehabilitasi 
dan rekonstruksi. 
 Undang-undang di atas ini sudah sangat jelas dan sangat baik untuk 
menjadi acuan bagaimana pelaksanaan manajemen penanggulangan bencana yang 
ada di Indonesia dikarenakan jika kita telaah lebih dalam ketiga fase ini bisa 
dilaksanakan oleh semua elemen baik dari pemerintah , pihak swasta sampai 
masyarakat, namun yang kita tahu saat ini adalah walaupun undang-undang ini 
sudah bagus tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. 
 Di Indonesia, setiap tahun kita pasti mengalami bencana seperti banjir 
dan angin putting beliung dan tingkat kerugian yang dialami masyarakat pasti 
selalu ada bahkan tidak jarang ada korban jiwa yang melayang akibat terjadinya 
bencana banjir ataupun angin putting beliung ini. Hal seperti ini harusnya menjadi 
evaluasi tiap tahunnya bagi pemerintah pusat khususnya pemerintah daerah yang 
mana lebih tahu bagaimana kondisi di daerahnya tersebut. Namun sampai saat ini 
hanya ada beberapa daerah saja yang benar-benar melakukan penanggulangan 
bencana sesuai dengan yang tertulis pada undang-undang no. 24 tahun 2007. Hal 
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ini membuktikan bahwasanya walaupun undang-undang dalam penanggulangan 
bencana ini sudah baik namun kalau dalam pelaksanaannya masih belum 
dilaksanakan dengan baik maka akan percuma. 
 Ada beberapa daerah di Indonesia yang mulai melakukan pembenahan 
dalam menanggulangi masalah bencana. Salah satunya adalah desa yang terletak 
di Kabupaten Sumenep Madura yakni desa yang bernama Desa Kertasada. Desa 
Kertasada merupakan salah satu desa yang memiliki potensi bencana yang 
lumayan besar, hal ini dikarenakan lokasi desa Kertasada yang berdekatan dengan 
laut. Berdasarkan identifikasi dan pemeringkatan yang dilakukan oleh kelompok 
kerja Desa Tangguh Bencana, didapatkan beberapa ancaman bencana yang 
berpotensi terjadi di Desa Kertasada. Berikut ini disajikan tabel pemeringkatan 
ancaman dengan masing-masing karakternya hasil diskusi pokja destana 2016: 
Tabel 1. 1 Identifikasi dan Pemeringkatan Ancaman Bencana Desa Kertasada 
Jenis Ancaman Dampak Kemungkinan 
Terjadi 
Peringkat 
Banjir Rob 5 4 1 
Kebakaran 1 2 4 
Abrasi Pantai 2 2 3 
Angin Putting 
Beliung 
3 4 2 




 Adapun parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat prioritas 
ancaman yang ada di Desa Kertasada adalah sebagai berikut dan itu berlaku untuk 
semua jenis ancaman bencana yang ada di Desa Kertasada: 
Tabel 1. 2. Parameter Penilaian Prioritas Ancaman 
Nilai Dampak (Manusia, Sosial, Ekonomi, 
Lingkungan, Fisik) 
Kemungkinan Terjadi 
1 Tidak Parah (Kerusakan <20%) Tidak mungkin terjadi 
(<20%) 
2 Agak Parah (Kerusakan 20% - 40%) Kemungkinan Terjadi 
(20% - 40% terjadi/ 
sekali dalam 100 tahun) 
3 Parah (Kerusakan 60% - 80%) Sangat Mungkin (60% - 
80% terjadi/ sekali dalam 
10 tahun) 
4 Sangat Parah (Kerusakan 80% - 99% 
wilayah rusak dan lumpuh total) 
Pasti Terjadi (Tingkat 
kemungkinan 80% - 99% 
terjadi bencana) 
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep 
 Dengan keadaan seperti ini maka pemerintah daerah ataupun BPBD 
segera melakukan pergerakan untuk mengurangi tingkat kerugian yang didapat 
ketika bencana datang. Adapun salah satu strategi yang dilakukan untuk 
mewujudkan hal tersebut ialah dengan adanya pengembangan desa/kelurahan 
tangguh bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas 




dikawasan rawan bencana sebagai subjek dan pelaku utamayang berpartisipasi 
aktif dalam pengoptimalan dan keberlanjutan daya guna di desa/kelurahan 
tersebut yang biasa dikenal sebagai Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).4 
 Desa Kertasada dibentuk sebagai desa tangguh bencana dengan tujuan 
untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat Kertasada mengenai suatu 
bencana. Yakni Pencegahan, Tanggap Darurat, Pemulihan. Tren yang masih 
terjadi di Indonesia dalam berhadapan dengan bencana adalah pada tanggap 
darurat. Padahal meskipun tidak ada kejadian yang memerlukan tanggap darurat, 
seharusnya tetap ada upaya-upaya permanen untuk pencegahan. Dalam tahap 
pencegahan dengan adanya edukasi terhadap masyarakat agar bergerak secara 
mandiri dan gotong royong dalam berhadapan dengan bencana.5 
 Dengan dibentuknya desa Kertasada sebagai desa tangguh bencana maka 
secara otomatis muncullah komunitas yang bergerak di bidang penanggulangan 
bencana yang dinamakan sebagai Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) 
seperti yang telah disebutkan di atas tadi, hal ini merupakan salah satu 
kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Sumenep khususnya bagi desa Kertasada 
karena perlahan-lahan masyarakat bisa bergerak sendiri dalam menanggulangi 
suatu bencana. 
 Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dilakukan dengan 
pemberdayaan masyarakat disertai pendampingan teknis dari pemerintah melalui 
kegiatan mitigasi non-struktural dan mitigasi struktural. Artinya, secara paralel 
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perlu dilaksanakan penguatan kapasitas masyarakatnya dan penguatan kapasitas 
lingkungannya dengan mengoptimalkan kearifan lokal (local widom) agar 
masyarakat punya kemandirian dalam menghadapi bencana di tingkat desa.6 
 Ada beberapa perbedaan yang dialami oleh desa Kertasada ketika 
sebelum dan sesudah dibentuknya desa tangguh bencana dan komunitas Forum 
Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang bergerak di bidang penanggulangan 
bencana. Tingkat kerugian yang dialami desa Kertasada baik material ataupun 
korban sebelum adanya komunitas tersebut jika dipersentasikan yakni sebesar 
80%, tentu saja hal menjelaskan bahwasanya masayarakat setempat tidak paham 
apa yang harus dilakukan ketika sedang terjadi suatu bencana, mereka hanya 
bergantung kepada pemerintah daerah dan BPBD saja. Namun setelah 
dibentuknya desa tangguh bencana dan komunitas Forum Pengurangan Resiko 
Bencana (FPRB) yang bergerak dibidang penanggulangan bencana tingkat 
kerugian yang dialami oleh desa Kertasada jika dipersentasikan menurun hingga 
30%, suatu pencapaian yang sangat baik oleh desa dan masyarakat Kertasada 
karena perlahan-lahan mampu memahami suatu bencana, baik ketika masa 
Pencegahan, Tanggap Darurat dan juga, Pemulihan.7 
 Salah satu pencapaian terbesar yang didapatkan oleh desa Kertasada 
dalam bidang penaggulangan bencana ini adalah desa Kertasada Kecamatan 
Kalianget meraih piagam penghargaan terbaik kategori Pratama Bidang inovasi 
dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana pada lomba desa/kelurahan 
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Tangguh bencana tingkat propinsi Jawa Timur tahun 2017 yang diberikan 
langsung Menteri dalam negeri Tjahjo Kumolodi tugu 10 Nopember Surabaya.8 
 Desa Kertasada mendapatkan penghargaan di karenakan dianggap 
memiliki inovasi yang dilakukan mulai dari system penanganan bencana, bahkan 
hingga ada nota kesepakatan atau Mou dengan pengusaha dan masyarakat dalam 
membangun sinergitas pembiayaan penanggulangan bencana sehingga desa tidak 
ketergatungan pada Pemkab atau menjadi desa mandiri.9Adapun peran serta 
komunitas penanggulangan bencana yang ada di desa Kertasada adalah 
melakukan perencanaan program dan keberpihakan kegiatan penanganan 
kebencanaan, serta ada simulasi penanganan bencana yang dilakukan dan 
diinformasikan terhadap masyarakat. 
 Hal yang dilakukan oleh desa Kertasada belum tentu bisa dilakukan oleh 
daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Misalnya saja Kabupaten Sampang, 
setiap musim hujan dengan curah hujan sedang sampai dengan tinggi, Sampang 
sudah pasti akan tenggelam oleh banjir, dikarenakan kondisi geografis kabupaten 
Sampang yang dilalui sungai Kemuning (2014). Banjir yang melanda kota 
Sampang biasanya berlangsung 5-9 hari tergantung dari intensitas dan durasi 
hujan. Kejadian seperti bukan hanya akan berdampak pada terhambatnya kegiatan 
perekonomian warga saja akan tetapi juga akan menimbulkan penyakit yang 
ditimbulkan dari adanya banjir tersebut. Kejadian banjir di Sampang ini hampir 
setiap tahun selalu terjadi, hal ini membuktikan bahwasanya di Sampang sangat 
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sulit dalam menanggulangi masalah bencana terutama bersama 
masyarakat/komunitas.10 Berbeda dengan desa Kertasada di Kabupaten Sumenep 
yang perlahan mulai mengevaluasi bencana yang terjadi sehingga mendapatkan 
penghargaan. 
 Penghargaan yang diterima oleh desa Kertasada merupakan suatu 
prestasi yang sangat membanggakan tentunya baik bagi desa Kertasada sendiri 
ataupun bagi Kabupaten Sumenep, namun yang menjadi permasalahan di sini 
adalah bagaimana bisa desa Kertasada yang dulunya sangat bergantung kepada 
pemerintah daerah dalam menanggulangi suatu bencana perlahan-lahan bisa 
menanggulangi bencana secara mandiri dan gotong royong. Bagaimana komunitas 
penanggulangan bencana di desa Kertasada dalam menanggulangi bencana yang 
terjadi di desa Kertasada. Selain itu juga prestasi yang didapatkan oleh desa 
Kertasada tidak bisa langsung dikatakan sebagai hal yang sukses, karena masih 
belum diketahui apakah manajemen penanggulangan bencana berbasis komunitas 
di desa Kertasada ini benar-benar terlaksana dengan baik atau tidak, terutama 
dalam fase pasca bencana yang mana akan jadi fokus dari penelitian ini 
dilaksanakan.  
 Atas dasar permasalahan tersebut, maka pentingnya penelitian ini 
dilakukan kerena mengingat pelaksanaan manajemen penanggulangan pasca 
bencana berbasis komunitas merupakan tahapan paling penting dalam 
menanggulangi bencana di suatu daerah. Kita tidak boleh hanya diam saja ketika 
ada undang-undang penaggulangan bencana yang mengatur tapi tidak 
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dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu penting juga agar manajemen 
penanggulangan bencana berbasis komunitas ini bersifat continue, yang mana 
dimaksudkan agar setiap terjadi suatu bencana, adanya korban dan kerugian bisa 
berkurang. Jika korban dan kerugian berkurang maka juga akan berdampak baik 
bagi masyarakat, baik dilihat dari segi ekonomi ataupun sosial. Oleh karena itu, 
judul penelitian ini yakni “Manajemen Penanggulangan Pasca Bencana Berbasis 
Komunitas (Studi di DESA TANGGUH BENCANA Desa Kertasada Kecamatan 
Kalianget Kabupaten Sumenep)”. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Manajemen Penanggulangan Pasca Bencana Berbasis 
Komunitas di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep? 
2. Apa Kendala yang dialami Desa Kertasada dalam Manajemen 
Penanggulangan Pasca Bencana Berbasis Komunitas? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Dari rumusan masalah dan latar belakang di atas, memiliki beberapa 
tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Manajemen Penanggulangan Pasca Bencana Berbasis 
Komunitas di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. 
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami Desa Kertasada dalam 





D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Secara Teoritis 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah 
referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan bagi mereka yang ingin 
mengetahui bagaimana Manajemen Penanggulangan Pasca Bencana Berbasis 
Komunitas dan juga menjadikan literatur bagi pengembangan ilmu sosial dan 
politik. 
2. Manfaat Secara Praktis 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap 
pemerintah Kabupaten Sumenep terkait dengan masalah penanggulangan 
bencana. Tidak terlepas juga agar memberikan pemahaman yang baik bagi kami 
peneliti dan tentunya masyarakat Kabupaten Sumenep. 
 
E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 
1. Definisi Konseptual 
a. Manajemenen Bencana 
 ManajemenBencana (Disaster Management) adalah ilmu pengetahuan 
yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, 
terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. Cara bekerja 
Manajemen Bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap 




tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuannya (secara umum) antara lain 
untuk melindungi masyarakat beserta harta-bendanya dari (ancaman) bencana.11 
 Manajemen bencana bersifat dinamis (hal ini terlihat dalam siklus 
manajemen bencana), sesuai perkembangan masyarakat dan kompleksitas 
bencana. Sebagai sebuah cabang ilmu manajemen bencana harus memenuhi 
peryaratan, yaitu aspek yang jelas (kelembagaan, organisasi dan tata cara), fungsi 
yang berjalan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) dan unsur yang lengkap 
(sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan sejenisnya).12 
 Manajemen Bencana meliputi lima tahap umum menurut Moe dan 
Pathranarakul yaitu antara lain adalah: Prediksi, Peringatan, Bantuan Darurat, 
Rehabilitasi, dan Rekonstuksi.13 
Bagan 1. Tahapan Manajemen Bencana 
 
Sumber: Moe dan Pathranarakul (Dalam Bevaola Kusumasari) 
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 Manajemen bencana ini dilaksanakan dibawah perintah BNPB dan juga 
BPBD yang tujuannya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi 
masyarakat ketika terjadi suatu bencana, hal ini juga bisa diartikan sebagai 
manajemen publik dikarenakan adanya upaya pemerintah dalam memberikan 
pelayanan kepada publik atau masyarakat, karena manajemen publik selalu 
memperhatikan publik atau masyarakat dalam kinerjanya. 
b. Manajemen Pemulihan 
 Manajemen Pemulihan adalah pengaturan upaya penanggulangan 
bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi 
masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan 
kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, 
terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fasenya nya 
yaitu: 
a. Rehabilitasi 
 Perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik atau masyarakat di 
tingkat yang memadai dari daerah pasca bencana dengan tujuan utama untuk 
normalisasi atau secara wajar menjalankan semua aspek kehidupan pemerintah 
dan masyarakat di daerah pasca-bencana. 
b. Rekonstruksi 
 Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada 
wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat 




dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta 
masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah 
pascabencana.14 
c. Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas 
 Penanggulangan bencana berbasis komunitas (community-based disaster 
manajement) menurut Paripurno adalah sebuah pendekatan yang mendorong 
komunitas akar rumput dalam mengelola resiko bencana di tingkat lokal. Upaya 
tersebut memerlukan serangkaian upaya yang meliputi melakukan inteprestasi 
sendiri atas ancaman dan resiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta 
memantau dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan 
bencana.15 
 Serangkaian bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam dekade 
terakhir mengubah kepedulian pemerintah untuk lebih fokus pada dampak dan 
pengelolaan bencana secara efektif. Pendekatan top-down dalam penanggulangan 
bencana dapat mengabaikan sumber daya lokal yang berpotensi untuk terlibat 
dalam kegiatan-kegiatan sebelum, selama, dan setelah bencana. Kesenjangan yang 
ada dalam upaya penanggulangan bencana berfungsi sebagai pelajaran untuk 
menciptakan pendekatan baru yang lebih baik.16 
 Dalam rangka mengisi kesenjangan ini, pemerintah telah memberlakukan 
Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa 
penanggulangan bencana nasional dikembangkan secara komprehensif dan 
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terpadu dalam suatu forum/komunitas yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, 
nonpemerintah, masyarakat, dan masyarakat bisnis di bawah koordinasi BNPB 
(Badan Nasional Penanggulangan Bencana).17Beberapa komponen tersebut harus 
mampu menjadi pelaku yang setara, semua harus berperan utama, bukan hanya 
berperan serta. Sasaran implementasinya adalah masyarakat mengetahui ancaman 
bahaya di lingkungan masing-masing dan masyarakat harus mampu menolong 
dirinya sendiri.18 
 Forum/Komunitas lokal memiliki kesempatan untuk lebih mengetahui 
tantangan, ancaman, hambatan, dan kekuatan lokal dalam menghadapi bencana. 
Jadi walaupun pemerintah adalah penanggungjawab utama dan sebagai 
koordinator dalam penanggulangan bencana, jika merujuk pada penanggulangan 
bencana berbasis komunitas maka dalam prakteknya hal tersebut dilaksanakan 
secara bersama-sama dengan masyarakat dan dunia usaha/sektor swasta 
sebagaimana dimaknakan pada lambang “segi tiga sama sisi”.19 Masyarakat 
memiliki peran penting. Pada fase darurat bencana, peran masyarakat adalah 
memberikan pertolongan awal (first response) sebelum bantuan dari luar 
tiba.20Selanjutnya dilaksanakan proses pascabencana, pada tahap ini yang 
biasanya timbul beberapa hambatan. 
 Menurut Picou, dkk. (2004: 149), ada tiga faktor yang sering menjadi 
hambatan dalam upaya membangun kembali masyarakat pascabencana, yakni 
kondisi kesehatan fisik dan mental korban bencana sehingga mereka sulit bangkit; 
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Adanya persepsi dari organisasi dan pemerintah tentang ketakutan kegagalan; dan 
Proses ligitasi yang berlarut-larut.21 
 Terlepas dari beberapa hambatan pada proses pascabencana di atas, pada 
intinya adalahmanajemen bencana berbasis komunitas ini tetap menjadi solusi 
yang terbaik ketika terjadi bencana yang tujuannya untuk menciptakan 
kemandirian masyarakat dalam menghadapi terjadinya bencana. Pendek kalimat, 
masyarakat harus berperan sebagai pelaku utama dan merupakan kekuatan utama 
untuk menciptakan “budaya ketahanan dan keselamatan terhadap bencana” 
menuju “ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana”.22 
2. Definisi Operasional 
a. Manajemen Penanggulangan Pasca Bencana Berbasis Komunitas 
di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. 
1. Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana 
2. Penyusunan Rencana Aksi dan Rekonstruksi Pascabencana 
3. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 
b. Faktor Penghambat dalamManajemen Penanggulangan Pasca 
Bencana Berbasis Komunitas di Desa Kertasada. 
1. Keterbatasan Dana dan Anggaran 
2. Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan 
Bencana 
3. Pemulihan Aspek Kesehatan Masyarakat yang berjalan kurang 
Maksimal 
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F. Metode Penelitian 
 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.23Dengan demikian, untuk 
mendapatkan data dan menjawab rumusan masalah. Peneliti menggunakan 
serangkaian metode penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada 
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 
alamiah.24 Filsafat postpositivisme ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu 
yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala 
bersifat interaktif. Penelitian ini dilakukan pada objek alamiah, yakni objek yang 
berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
 Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 
pengumpul data.25Data primer yang dimaksud merupakan data yang diperoleh 
langsung oleh peneliti, baik yang diperoleh dari observasi langsung dilapangan 
maupun wawancara langsung dengan narasumber. 
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b. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dimana 
sifat dari data sekunder ini adalah melengkapi data primer. Data sekunder dalam 
penelitian ini adalah undang-undang, peraturan-peraturan, jurnal, artikel, dan 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
 Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 
tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 
terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.26Berhubungan dengan 
penelitian ini, maka teknik observasi sangat baik digunakan dalam pengumpulan 
data. Dimana data yang akan dicari mengenai proses Manajemen Penanggulangan 
Pasca Bencana Berbasis Komunitas. 
 Dalam pengumpulan data dengan teknik observasi ini, peneliti 
menggunakan teknik observasi non-partisipan yakni peneliti tidak terlibat 
langsung dalam pelaksanaan, peneliti disini hanya sebagai pengamat langsung 
terhadap Manajemen Penanggulangan Pasca Bencana Berbasis Komunitas. 
b. Wawancara 
 Menurut Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan 
dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg juga mengatakan 
                                                             




bahwasanya wawancara merupakan hatinya penelitian sosial.27Peneliti 
menggunakan teknik wawancara tidak struktur, dimana wawancara yang bebas 
dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sitematis 
dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 
hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Teknik ini di 
dipilih karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang 
responden. 
c. Dokumentasi 
 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang.28 
Pada umumnya, dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar, 
foto-foto, rekaman wawancara, dokumen-dokumen resmi, dan lain sebagainya 
yang berasal dari instansi yang diteliti yaitu baik dari pengawai BPBD Kabupaten 
Sumenep, Pemerintah desa Kertasada Kabupaten Sumenep, pihak swasta, serta 
masyarakat desa Kertasada Kabupaten Sumenep. 
4. Subyek Penelitian 
 Subjek penelitian dapat dipahami sebagai pihak/orang yang nantinya 
menjadi sampel dalam penelitian dan menjadi pihak yang terwawancarai atau 
sebagai informan. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan 
cara sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel 
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dengan pertimbangan tertentu.29Berdasarkan Sampling purposive, peneliti 
menentukan beberapa informan atau subyek penelitian yang dianggap mengetahui 
dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 
a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
b. Sekretaris Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep 
c. Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana 
5. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Sumenep dan Desa Kertasada Kecamatan Kalianget 
Kabupaten Sumenep. Lokasi penelitian ini merupakan tempat yang digunakan 
oleh peneliti untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna 
memperoleh data yang akurat. 
6. Teknik Analisis Data 
 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 
memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.30 
Peneliti sebelum masuki lapangan. Analisisnya dilakukan terhadap data hasil studi 
pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus 
penelitian. Selanjutnya setelah dilapangan analisis data yang digunakan peneliti 
yakni analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Hubermas. Model ini dipilih 
karena mengingat penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif maka model 
ini sangat baik. 
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 Model analisis Miles dan Hubermas dalam aktifitas analisis data 
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 
tuntas.31 Setelah peneliti sudah mengumpulkan data, selanjutnya peneliti akan 
menganalisis data dengan interaktif antara tiga “aktifitas” yaitu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Bagan 2. Komponen Dalam Analisis Data 
 
Sumber: Sugiyono (2017:247) 
a. Reduksi Data 
 Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.32 Pada proses 
ini, peneliti lakukan setelah mendapatkan data-data dari kegiatan wawancara, hasil 
observasi dan hasil studi dokumentasi yang kemudian diubah menjadi bentuk 
tulisan dan dikategorisasikan sesuai fokus bahasan masing-masing. setelah itu 
dilakukan reduksi atau memilih data yang telah dikumpulkan lalu 
menggabungkan dan menghubungkan antar data yang telah dipilah. Dengan 
demikian data yang telah direduksi akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas 
dan menemui data-data yang sesuai dengan pokok bahasan. 
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b. Penyajian Data 
 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaikan 
data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 
singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. 
Dengan mendisplaikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 
terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 
tersebut.33 Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan 
tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami, penyajian data 
dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta 
diagram alur. 
c. Penarikan Kesimpulan 
 Penarikan kesimpulan merupakn proses akhir dari rangkaian analisis data 
kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 
yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran 
suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah 
diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 
teori.34Dengan demikian dalam tahap kesimpulan penelitian dapat menjawab 
rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Pada peroses ini analisis 
tidak sekali jadi melaikan interaktif antara kegiatan reduksi, penyajian, penarikan 
kesimpulan selama waktu penelitian. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 
dan diketahui hasil dari penelitian ini. 
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